BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR -/, TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran
2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin
tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601); /l %



8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738); ﬂ
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6206);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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19.

20.

21.

22

23.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana  Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Tambahan Umum
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
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24.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor
09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2016 Nomor 25j, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019

Nomor 12);
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27.Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor
28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh
Camat.

S. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai

Perangkat Kecamatan.
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6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang
selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di
daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

8. Rekening Kas umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN
adalah rekening tempat menyimpan uang Negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank
yang ditetapkan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
UMUM
Pasal 2
(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan
untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah
dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan
Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai

g

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3)

(4)

(3)

4)

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pengunaan bantuan dana Kelurahan sebagaimana dimaksud
ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

tersendiri.

BAB III
KATEGORI DAN ALOKASI
Pasal 3

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di
Kabupaten Tapin sesuai dengan Kategori Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi
Tambahan Umum Tahun Anggaran 2020.

Kabupaten Tapin digolongkan kedalam Kategori Kelurahan
Sangat Perlu Ditingkatkan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 9
(sembilan) Kelurahan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp3.436.371.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh enam
juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Pemerintah Daerah juga mengalokasikan bantuan kelurahan
berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja yang dihitung dengan
memperhatikan antara lain jumlah penduduk, angka kemiskinan
luas wilayah, ketersedian pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
dan transpertasi setiap Kelurahan dengan pagu sebesar
Rp1.071.329.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus

dua puluh sembilan ribu rupiah).
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(5) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

(6) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per
Kelurahan sebesar Rp381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh

satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 4
Rincian pembagian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan
Bantuan Kelurahan berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk setiap
Kelurahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 5
Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB V
PENYALURAN
Pasal 6

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan
mengunakan akun DAU dengan keluaran Kegiatan Penyaluran
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

(3) Penyalufan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan
Juni 2020; dan
b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan

September 2020.
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(4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-
masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan
dalam APBD.

(5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan

oleh perbedaan jumlah Kelurahan.

Pasal 7
Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran
dari Pemerintah Daerah berupa:
a. Tahap I berupa:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020
yang memuat pengganggaran DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan;

2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan dan
bertanggungjawab penuh terhadap pengunaan anggaran
Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

3. Peraturan Bupati mengenai Penetapan DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan;

4. Salinan Kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan
Daerah mengenai APBD atau Peraturan Bupati mengenai
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan

5. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun
Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang
bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan dan APBD;

b. Tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran

Kelurahan Tahap I yang menunjukan realisasi paling sedikit

50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan

o

Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.
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Pasal 8

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
a. Tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
b Tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.

(2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi
Penyerapan Anggaran Kelurahan berdasarkan Laporan dari

masing masing Lurah di daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal >/, oo

BUPATI TAPIN
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/ M. ARIFIN ARPAN %—

Diundangkan di Rantau

pada tanggal ! web

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR
TANGGAL :

A
LA

RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN, DAN BANTUAN
KELURAHAN BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN/ATAU KINERJA
BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN TAPIN

TAHUN ANGGARAN 2020
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BESARAN

BESARAN DAU BANTUAN

TAMBAHAN KELURAHAN
BANTUAN BERDASARKAN TOTAL
B, NN FRLURARAN PENDAAN KEBUTUHAN (Rp.)
KELURAHAN DAN/ATAU
(Rp.) KINERJA (APBD)
(Rp.)

1. | RANTAU KANAN 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
2. | RANTAU KIWA 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
3. | KUPANG 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
4. | RANGDA MALINGKUNG 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
5. | BITAHAN 381.819.000,00 125.881.000,00 | 507.700.000,00
6. | BINUANG 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
7. | RAYA BELANTI 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
8. | KARANGAN PUTIH 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
9. | TAMBARANGAN 381.819.000,00 118.181.000,00 | 500.000.000,00
TOTAL | 3.436.371.000,000 1.071.329.000,00 | 4.507.700.000,00

BUPATI TAPIN,
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